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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Setelah penulis membahas dan menganalisis mengenai Perlindungan 

Hukum Bagi Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel Pada Perseroan 

Terbuka Yang Menerapkan Multiple Voting Shares Berdasarkan Prinsip 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diterbitkannya POJK 22/2021 ini memiliki peran untuk mendorong 

pendalaman pasar modal serta untuk mendukung perusahaan start-up 

yang membutuhkan modal lebih sehingga diperlukannya penerapan 

klasifikasi saham MVS. Sebelum adanya penerapan klasifikasi saham 

MVS, seringkali perusahaan start-up kehilangan kendali akan 

perusahaannya dikarenakan kebutuhan akan modal yang belum 

tercukupi mengakibatkan perusahaan harus menjual banyak sahamnya 

kepada publik sehingga pendiri kehilangan kendali atas perusahaan 

yang telah didirikan dan menyebabkan perusahaan berjalan tidak 

sesuai dengan visi dan misi awal. Penerapan klasifikasi saham MVS di 

luar negeri sudah merupakan praktik yang lazim diberlakukan untuk 

perusahaan berbasis teknologi. Sehingga, adanya penerapan klasifikasi 

saham MVS di Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi visi dan 

misi perusahaan agar tetap sesuai dengan tujuan pendiri serta 

pengendalian terhadap perusahaan tidak berpindah kepada pemegang 

saham publik. Adanya penerapan klasifikasi saham MVS ini pun 

sejatinya tidak mengakibatkan penerapan prinsip one share one vote 

pada PT Tbk menjadi dikesampingkan atau tidak diterapkan. Sehingga, 

penerapan klasifikasi saham MVS pada POJK 22/2021 sejatinya tetap 

sejalan dengan penerapan klasifikasi saham pada UU PT. Hal ini 

dikarenakan penerapan klasifikasi saham MVS ini sama saja seperti 

pemberian hak istimewa kepada pemegang saham dengan hak suara 
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multipel agar tetap memegang kendali pada perusahaan sehingga 

perusahaan tetap berjalan sesuai dengan visi dan misi awal, yang mana 

pemberian hak istimewa kepada pemegang saham pun nyatanya telah 

diatur dan diperbolehkan oleh klasifikasi saham pada UU PT.  

2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang 

saham dengan hak suara multipel yang lebih kecil yaitu dengan 

memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi 

pemegang saham minoritas pada UU PT, yang mana pemegang saham 

minoritas dapat menjual sahamnya apabila tidak menyetujui keputusan 

yang telah ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.  

 

5.2.  Saran 

Pemerintah diharapkan menambahkan beberapa pengaturan pada POJK 

22/2021 terutama dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang saham 

dengan hak suara multipel yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan pada POJK 

22/2021 tersebut tidak terdapat bentuk perlindungan hukum yang dapat 

diberikan kepada pemegang saham dengan hak suara multipel yang lebih 

kecil jika terjadi perbedaan suara dengan pemegang saham dengan hak 

suara multipel yang lebih besar.  
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